BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1	Sejarah BKKBN
2.1.1.	Lahirnya Ide KB di Indonesia
Pada awal kemerdekaan jumlah penduduk yang besar masih sangat diperlukan sebagai potensi bangsa dalam pembangunan, sehingga sikap pemerintah secara tidak lansung membiarkan pertumbuhan penduduk yang cepat dan belum mempertimbangkan pandangan jauh kedepan.
Dalam perkembangan selanjutnya usaha pembangunan ternyata berjalan tidak lancar karena berbagai ketegangan politik dan timbulnya inflasi yang tinggi sehingga membuat Indonesia jatuh ke dalam kemandegandan keterbelakangan ekonomi. Di lain pihak masyarakat kita masih beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar masih merupakan potensi dalam mengelolah sumber daya alam.
Di Indonesia usaha membatasi kelahiran (Birth control) secara individual telah banyak dilakukan orang secara tradisional. Angka kematian bayi Indonesiatergolong tinggi, begitu pula kematian ibu-ibu pada saat melahirkan.Hal ini tidak akan terjadi apabila orang sudah mulai merencanakan dan mengatur angka kematian.
Dalam memperkenalkan KB di Indonesia, para tokoh KB umumnya mengaitkan dengan segi kesehatan, sebagai contoh Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 12  November 1952. Dalam perkembangan selanjutnya pelayanan KB diberikan di Balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).
Akhirnya dalam menyatukan gerak para tokoh yang mempelopori usaha-usaha KB,maka pada tahun 1957 didirikan perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).




2.1.2.	Perkembangan Gerakan KB Nasional
Proses pembentukan LKBN tidak dapat terlepas dari peranan PKBI. Dalam kongres I pada tahun 1976 kesimpulan laporan-laporan cabang yang sudah tersebar dihampir seluruh Indonesia menyatakan bahwa pada umumnya gagasan KB diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan dasar laporan tersebut, kongres menyampaikan himbauan kepada pemerintah agar  program KB dijadikan sebagai program pemerintah.
Sebagai langkah pertama Menteri Kesejahteraan Rakyat Dr.K.H. Idham Chold membentuk panitia ad-hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan KB dijadikan program nasional. Dalam pertemuaan Presiden dengan panitia ad-hoc Februari 1968 Presiden menyatakan bahwa pemerintah menyetujui gerakan KB yang diselenggarakan Masyarakat dengan dibantu dan dibimbing oleh pemerintah. Maka keluarlah intruksi Presiden No.26 Tahun 1968 kepada Mentri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan SK No.35/KPTS/Kesra/1968 tentang pembentukan sebuah lembaga Keluarga Berencana Nasional, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No.36/KPTS/kesra/X/1968,dibentuklah LKBN berstatus sebagai lembaga semi pemerintah. Kemudian pemerintah memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil alih Program KB menjadi Program pemerintah sebelumnya.
Dengan alasan tersebut diatas program KB dijadikan Program Nasional sedangkan untuk mengelolanya dibentuklah Badan Keluarga Nasional dengan Kepres No.8 tahun 1970,dasar pembentukan BKKBN adalah :
1. Program KB Nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih dimanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas serta sumber yang tersedia.
2. Program tersebut perlu ditingkatkan pula dengan mengikutsertakan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal.
3. Program KB ini perlu diselenggarakan dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan.




2.1.3. Sejarah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
	
Saat terbentuknya Keluarga Berencana Indonesia. Organisasi ini Kemudian berkembang menjadi organisasi dalam bentuk Lembaga Keluarga Berencana pada tanggal 16 Agustus 1968,sebagai wadah proes pemasyarakatan Keluarga Berencana kepada masyarakat.
Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, proses pemasyarakatan program Keluarga Berencana menunjukkan prestasi dan hasil yang mengembirakan dengan ditandai oleh kesiapan masyarakat untuk menerima program nasional.
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil ahli program KB menjadi program nasional, yang pelaksanaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh pemerintah, menyusul keluarnya Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 tentang pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ). Dalam perkembangannya organisasi BKKBN mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat.
1. Organisasi BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 
Berdasarkan Keppres nomor 8 Tahun, ini program Keluarga Berencana diarahkan pada 6 Provinsi di Jawa dan Bali yaitu : DKI Jakarta,Jawa Barat,jawa Tengah,Jawa Timur,DI Yogyakarta dan Bali. Keenam provinsi tersebut merupakan daerah yang penduduknya cukup besar,sehingga dijadikan perintis program Keluarga Berencana. 


2. Oganisasi BKKBN berdasarkan Keppres 33 Tahun 1972.
Setelah Program berjalan kurang lebih 2 tahun, dirasakan organisasi yang ada sesuai lagi dengan tingkat kemajuan dan perluasan program KB itu sendiri, disamping itu fungsi BKKBN yang meliputi perencanaan penilaian dan pengawasan program belum, dapat dilaksanakan dengan baik, karena fungsi – fungsi tersebut tak tergambar dalam struktur BKKBN. Atas dasar itu, Presiden mengembangkan dan penyempurnaan Organisasi BKKBN dengan Keppres 33 tahun 1972, status BKKBN dipertegas dan diperjelas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.
Pada tahap ini hal yang terpenting adalah adanya perluasan program Keluarga Berencana ke 10 Provinsi diluar Jawa Bali atau disebut sering LJBI I. Adapun ke 10 Provinsi terebut adalah : D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumbar,Sumsel, Sulut,Kalbar, Kalsel, dan NTB.
3. Organisasi berdasarkan Keppres, Nomor 38 Tahun 1978.
Dalam periode Keppres Nomor 38 Tahun 1978, jangkauan program program KB Nasional diperluas lagi kesebelas propinsi diluar Jawa Bali II yaitu : Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, dan Timor – Timur. Sehingga seluruh wilayah Republik Indonesia sudah dijangkau oleh program KB Nasional.









2.1.4.	Visi dan Misi Organisasi 
Visi Organisasi:
Mewujudkan Keluarga Berkualiatas untuk Membangun Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara pada Tahun 2010.
Visi tersebut mengandung nilai-nilai: kehidupan keluarga dan masyarakat Jawa Barat,yaitu: Silih Asah,Silih Asih,Silih Asuh pikeun ngawujudkeun Masyarakat anu Cageur, Bager, Pinter  tur Singer, sedangakan nilai-nilai keluarga berkualitas secara nasional, yaitu: sejahterah, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, bertaqwa kepada Tuhan YME.
Misi Organisasi:
1. Memperkuat peran keluarga dalam upaya pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga dan pendidikan    keluarga.
2.  Memperkuat piñata-laksanaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga.
3.  Memantapkan pola penggerakan keluarga melalui pendekatan kultur.
4.  Menumbuh –kembangkan kemandirian keluarga dalam mengakses sumber-sumber pembangunan di bidang kesehatan reproduksi,pendidikan keluarga dan ekonomi keluarga.
5.  Menigkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak keluarga serta penanggulan masalah kesehatan         reproduksi.
6.  memantapkan kualitas SDM pengelolah program untuk terselenggaranya pelayanan prima yang memuaskan keluarga.
7.  mengembangkan kemitraan dengan prinsip saling menguntungka



2.2.	Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Jawa Barat
Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama menjalankan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu organisasi dapat diartikan bahwa Organisasi adalah jaringan tata kerja sama kelompok dan orang-orang secara teratur dan kontinue untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan.
	Pengertian lainnya yang bersangkutan dengan hal yang diatas, bahwa Organisasi adalah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang hirarki kedudukan, jabatan serta jaringan seluruh wewenang dan pertanggung jawaban.
	Dari pengertian-pengertian organisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam organisasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:
1. 	Tujuan
2.	Sekelompok orang yang bekerjasama
3.	Adanya pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab
	Untuk mewujudkan kerjasama dalam organisasi tidaklah mudah, sebab perlu adanya kejelasan dari tiap-tiap tugas, wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing orang yang terlibat. Kejelasan dari tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat digambarkan dalam struktur organisasi.
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2.3.	Deskripsi Jabatan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Barat.

1. Kepala:
Kepala suatu pimpinan yang mengarahkan bawahannya dalam menjalankan kegiatan instansi serta merencanakan, mengembangkan, dan memberikan pendapat pada saat rapat anggota. Adapun tugasnya antara lain:
a. Memimpin BKKBN propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN propinsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
c. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi organisasi lain di propinsi.
2. Bendahara: 
Bendahara melaksanakan tugasnya sesuai  tugas bendahara yang bersangkutan dimana satu sama lain selalu mengadakan koordinasi guna terlaksananya tugas perbendaharaan. Adapun tugas yang di maksud antara lain:
a. Menyiapkan dan melaksanakan tugas kebendaharaan.
b. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan pengurusan gaji dan pembayaran-pembayaran.
c. Pengelolahan data keuangan dengan computer dan menyusun dokumen keuangan.
3.	Bidang Informasi Keluarga dan Analisis program:
	Melaksanakan pengelolahan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR):
Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program KB-KR di provinsi.	

5. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
	Melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolahan sumber daya di lingkungan BKKBN Propinsi

6. Sub Bagian Pelatihan dan pengembangan (BALATBANG):
	Melaksanakan pedidikan dan pelatihan,penelitian dan pengembangan program KB Nasional dan pembangunan keluarga di provinsi.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Barat

Kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN melanjutkan dan menetapkan kegiatan Keluarga Berencana Nasioanal, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan program nasional, menyelenggarakan kegiatan pengkajiaan pengelolaan kearsipan perlengkapan dan pembekalan program nasional serta memberikan pelayanan administrasi dilingkungan BKKBN.membina dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pembangunan program nasional. BKKBN mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menjalankan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi terhadap usaha pelaksanaan KB Nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.
2. Mengajukan saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok- pokok kebijaksanaan dan masalah penyelenggaraan program KB Nasional.
3. Menyusun pedoman pelaksanaan program KB atas dasar dan kebijaksanaan ditetapkan oleh pemerintah.

4. Mengadakan kerja antara indonesia dengan negara lain maupun badan internasional dalam bidang KB selaras dengan kepentingannya indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Mengatur penampungan dan mengawasi pengunaan segala jenis bantuaan, baik yang berasal dari luar negri sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

